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C%tuPengantar Eclitor

Eks Ketua Penyelenggara Simposium Nasional
Ilmu Aclministrasi Negara

cli Universitas Negeri Yogyakarta, 25 - 26 Maret ZOI I

Assalamu'alaikum w.w.

Pertama-tama Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga acara Simposium Nasional llmu Adminisfrasi
Negara pada tanggal25 - 26 Maret2011lalu dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya
hasil simposium tersebut dapat dirangkum dalam buku ini.

Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara simposium ter-

sebut merupakan rangkaian program kerja pengurus Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi

Universitas NegeriYogyakarta, dalam rangka memperkenalkan Program Studi llmu Admi-
nistrasi Negara yang baru saja lahir di Universitas Negeri Yogyakarta. Disamping itu bagi

komunitas llmu Administrasi Negara - yang terdiri dari pengajar, peneliti, pemerhati, pem-

bina llmu Administrasi Negara dan mahasiswa - acara simposium tersebut merupakan

ajang pergaulan ilmiah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Melalui simposium tersebut
peserta bisa berinteraksi secara langsung, berdiskusi mempromosikan ide atau gagasan,

menginformasikan hal-hal baru, dan kemudian terbuka kesempatan untuk dilanjutkan da-

lam bentuk interaksi yang lain. Selain itu, acara simposium tersebut juga dimanfaatkan

untuk "kltlo nuwun", Ptogtam Studi llmu Administrasi Negara yang baru ini ingin menginte-
grasikan diri ke dalam kcmunitas tersebut.
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Dari sisi substansi tema, simposium tersebut terbuka untuk tema apa saja, sesuai
dengan minat peserta sepanjang masih berada dalam ranah ilmu Administrasi Negara
dewasa ini, untuk dipresentasikan dan dibahas.

Penyelbnggaraan simposium tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan para peng-
gagas terkait dengan beberapa hal berikut ini :

1. Sudah lama dirasakan bahwa di lndonesia istilah Administrasi Negara banyak te-
rabaikan, bahkan bisa dikatakan "terlantaf'. Banyak pengertian administrasi negara
dipahami secara tidak tepat benar, kurang valid atau melenceng dari apa yang dimak-
sudkan. Paling tidak, ada perbedaan persepsi dalam memahamami konsep adminis-
trasi negara di antara masyarakat awam, rnasyarakat ilmiah di Perguruan Tinggi, para
pejabat di pemerintahan dan bahkan di kalangan rekan-rekan wartawan. pemahaman
yang tidak tepat benar initerus berkembang dan telah menjadi salah kaprah, "menga-
kad'dan cenderung mempengaruhi pola pikir mereka.

2. Dalam kenyataan empiris istilah Hukum Tata Negara dan Peradilan Tata lJsaha Ne-
gara terasaiauh lebih populer. lstilah-istilah tersebut jauh lebih sering digunakan dari-
pada istilah Hukum Administrasi Negara. Padahal domain dan substansi yang diatur-
nya kurang lebih sama. Beberapa isu muthakhir membuktikannya.

a- Diajukannya RUU Administrasi Pemerintahan kepada DPR (Jan uari 2011) se-
bagai respon atas penegakan hukum oleh aparatur negara yang belum berjalan
dengan baik, masih maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perso-
alan birokrasi yang belum efektif, dan masih jauh dari ideal untuk menghadirkan
pemerintahan yang baik (good governancel, dan sebagainya. pertanyaannya 

:

Mengapa istilah Administrasi Negara tidak dipakai ? Mengapa bgkan RUU Admi-
nistrasi Negara untuk menyebut aturan-aturan hukum tersebut ? padahal RUU itu
nantinya akan mengatur tugas dan kewajiban, wewenang dan tanggung-jawab
aparatur negara yang selama ini banyakdi-claim sebagai bidang kajian llmu Ad-
ministrasi Negara.

b. Dalam khasanah Reformasi Birokrasi di lndonesra, khususnya dalam peraturan
Menpan No : PER/1 S/M.PAN lTl2O0Stentang Pedoman lJmum Reformasi Birokra-
si beserta lampirannya, istilah Administrasi Negara tidak digunakan - bahkan se-
perli tidak dikenal.

c. Dalam dunia pers di lndonesia, pembagian atau pembidangan tulisan tidak per-
nah menggunakan istilah Administrasi Negara ini. Apakah pers tidak menganggap
penting Administrsai negara sebagai bidang yang perlu diberitakan ? Kami yakin
tidak, namun hanya oleh karena faktor pemahaman istitah Administrasi Negara
yang kurang komprehensif saja. Harian Kompas - yang kami pandang sebagai
media massa terbesar di lndonesia - jarang sekali menggunakan istilah ini dalam
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heading yang ditampilkannya. lstilah yang sering digunakan dalam heading ada-
lah: ekonomi, politik dan hukum, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan

,dan teknologi, hubungan internasional dan olah raga. Hal ini menjadi salah satu
faktor keprihatinan kamiterkait dengan menurunnya popularitas pemakaian istilah
Administrasi Negara ini. Media massa memiliki pengaruh besar dalam sosialisasi
penggunaan istilah di masyarakat.

Beberapa bukti empiris di atas membuktikan bahwa istilah Administrasi Negara di
lndonesia dewasa ini telah banyak terlantar.

3. Selanjutnya, puncak keprihatinan kami muncul ketika mulai beberapa tahun lalu
universitas terbesar di lndonesia yang selama ini menyelenggarakan Program

Studi llmu Administrasi Negara dan menja di panutan banyak perguruan tinggi

di lndonesia telah menanggalkan trade mark llmu Adminisfrasi Negara ini dan

menggantinya dengan Jurusan/Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik.

Rasa-rasanya trade mark baru ini cenderung mereduksi konsepsidan eksistensi
AdministrTsi Negara selama ini. Perubahan nama itu cenderung membatasi diri
ke ranah yeng brlampau sernpit, pragmatis, teknis dan aplikafif. Padahal program

studi yang diselenggarakan tetap S-1, dan tidak berubah menjadi program profesi

(D4). Logika kami, kalau lembaga besar - yang selama ini menjadi pelopor dan
panutan pengembangan llmu Administrasi Negara - sudah melakukan reduksi

konsepsi seperti itu, maka sudah tentu akan diikuti yang lebih kecil. Akhirnya, bi-

lamana tidak ada kepedulian yang membumi dari komunitas administrasi negara

- para ilmuwan, peneliti dan pengajar Program Studi llmu Administrasi Negara -
terhadap fenomena diatas, maka lambat laun fenomena itu akan mengancam dan

akan membentuk persoalan tersendiri, berupa hilangnya roh dan landasan filosofi

bagi eksistensijlmu administrasi negara di lndonesia ke depan.

Demikianlah latar belakang penyelenggaraan simposium tersebut. Simposium terse-

but mencoba "meluruskan" kembali atau menempatkan kembali ke track ideal peman-

faatan istilah Administrasi Negara yang telah terreduksi ke ranah yang terlampau sempit

dan pragmatis. Kalau Nicolas Henry (1979) berhasil merumuskan paradigma-paradigma

administrasi negara sampai dengan tahun 1975 maka mungkin sekarang sudah saatnya

merumuskan paradigma ilmu Administrasi Negara terbaru. Mungkinkah rumusan paradig-

ma ini muncul dari simposium tersebut ? Jawabannya mungkin saja. Paling tidak berupa

gagasan baru yang mampu menginspirasi perumusan bentuk paradigma Administrasi Ne-

gara mutakhir pasca Nicolas Henry tersebut. lnilah urgensi penyusunan hasil simposium

tersebut dalam sebuah buku yang lebih representatif.
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Demikianlah kata pengantar buku ini. Akhir kata semoga idealisme Simposium Na-
sional llmu Administrasi Negara yang telah terselenggara tersebut bisa menjadi kenyataan
dan bermanfaat untuk pengembangan llmu Administrasi Negara ke depan.

Wassal am u' al ai ku m w.w.

Yogyakarta, 5 Agustus 2011

Drs. Argo Pambudi, M.Si
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%rOn, Service Motivation dan Urgensinya
dalam Rekrutmen dan Seleksi CPNS

(Universitas Negeri Padang)

ABSTRACT

Basically, public seruanfs are selected people who have fasks and duties to perform

good quality of seruice for all citizens. ln other words, they have imporlant roles and fasks

in addressing good quality seryices to all people in a state. But, in lndonesia, there are

some indications that most of lndonesian public seruanfs could not address the good quality

seryices to citizens optimally. /f is assumed, among other things, that this condition is corre-

lated with their bad motivation when they were recruited and selected to be public servanfs

formerly. This paper seeks to develop the theory of Public Serurce Motivation (PSM) in

the context of lndonesian public servanfs. This paper tries to discuss fhis issue and givep

alternatives fo so/ve the problem in order to enhance the quality of public seruice in publlc

institutions in the future. Analysis in this paper is done based on literature review and some

findings of many researchers rn some public institutions in the West. This paper wtl/ discuss

fhis issue in the perspective of Public Seruice Motivation theories developed by many re-

searchers in the West. Public Service Motivation PSM) is often defined as ,,an individual's

predlsposition to respond to motives grounded primarily or uniquely in public institutions

and organizations". The theory of Public Service Motivation can play an important role in the

both theory and practice of public management. This theory suggesfs that public employ-

ment should be seen as fulfilling a calling/vocation and not merely performing a job.

Keywords : public seruant, recruitment and selection of CS candidates, public seruice mo-

tivation, quality of public seruice
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I. PENDAHULUAN

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang tayak bagi
kemanusiaan"(pasal 27 ayat2 UUD Rl 1945). Hal ini berarti bahwa setiapwarga negara
lndonesia yang memiliki kemampuan dan keinginan bekerja memiliki hak untuk mempero-
leh pekerjaan sesuaidengan kemampuan dan keinginannya itu serta memperoleh imbalan
atau ganjaran yang layak bagi kehidupannya. Setiap warga negara lndonesia dapat me-
nentukan sendiri pekerjaan apapun yang mereka inginkan sesuaidengan kemampuannya
masing-masing. Selain itu Pasal 27 ayat2 UUD Rl 1945 tersebut juga mengisyaratkan ada-
nya tugas negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Namun
tugas ini bukanlah merupakan tugas yang ringan bagi negara mengingat jumlah penduduk
Indonesia yang sangat besar, tingkat mutu pendidikan yang masih rendah, dan mentalitas
kerja yang kurang baik. Salah satu mentalitas kerja yang kurang baik dan masih mengge-
jala di kalangan masyarakat (angkatan kerja) lndonesia menui-ut Andi Hamzah (1ggO:22)
antara lain adalah keinginan bekerja instansi-instansi publik, sebagai pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan enggan bekerja di sektor produktif, seperti sektor swasta atau wiraswasta.

Disamping itu, menurut Fanani (2005: 8-28), tingginya angka pengangguran di lrr-
donesia, yaitu sekitar 10,38 o/odari tctal angkatan kerja, antara lain juga disebabkan oleh
persoalan mentalitas kerja yang kurang baik dari para angkatan kerja. Sebagian rakyat
lndonesia, terutama yang termasuk angkatan kerja, tidak memiliki mentalitas usahawan
dan sering terbuai oleh mifos ,,enaknya menjadi PNS". Kebanyakan mereka lebih suka
menggantungkan nasib kepada pemerintah dan enggan bekerja secara mandiri. profesi
PNS sering dipandang sebagai sesuatu yang akan mampu menaikkan presfise mereka
dibandingkan dengan profesi lainnya. Sehingga selama ini terlihat bahwa motivasi untuk
menjadi PNS di kalangan masyarakat lndonesia sangat tinggi. Dari masa ke masa selalu
terjadi peningkatan jumlah pelamar yang signifikan dalam memperebutkan peluang untuk
menjadi PNS.

Kondisi ini nampaknya cukup relevan dengan hasil survei yang dilakukan pada tang-
gal 26 April 2007 oleh Tim Litbang Media Group (Media lndonesia, edisi Rabu 2 Mei,
2007:20) terhadap 480 orang responden dewasa melalui wawancara berstruktur pada
enam kota besar di lndonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan
Makassar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa motivasi masyarakat lndonesia
untuk menjadi pengusaha sangat rendah, yaitu sekitar 20 persen, dan keinginan mereka
untuk menjadi PNS sangat tinggi, yaitu sekitar 70 persen. Mayoritas responden menjawab
bahwa mereka lebih suka menjadi orang upahan atau pegawai, terutama pNS, daripada
membuka usaha sendiri.

Selain persoalan mentalitas kerja yang kurang baik, persoalan lain yang juga
menggejala di kalangan para pekerja di lndonesia, terutama PNS, adalah persoalan ren-
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dahnya kualitas pelayanan publik oleh PNS. Persoalan rendahnya kualitas pelayanan pu-

blik ini antara lain diduga ada hubungannya dengan persoalan rendahnya motivasi pe-

layanan publik (pubtic seruice motivation) di kalangan PNS yang sudah barang tentu ber-

korelasi pula dengan motivasi yang mereka miliki pada saat mereka melamar atau direkrut

menjadi pNS. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk mengupas

berbagai persoalan yang menyangkut tentang "motivasi pelayanan publik (public seruice

motivation) dan urgensinya dalam rekrutmen dan seleksi CPNS". Hal ini antara lain dimak-

sudkan untuk memberikan salah satu alternatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayan

publik di kalangan PNS.

il. PERSOALAN KUALTTAS KTNERJA (PELAYANAN PUBLIK) Dl KALANGAN BIRO-

KRASI ATAU PNS

perubahan ke arah perbaikan kualitas kinerja birokrasiatau PNS selama ini sudah se-

ring dilakukan. Namun upaya perbaikan kualitas kinerja tersebut, baik perbaikan terhadap

inefektifitas dan maupun inefisiensi administrasi, tampaknya belum mengalami perubahan

dan peningkatan yang berarti meskipun sudah cukup banyak dan sering dilakukan. Menu-

rutAbdul Wahab (1999:7) bahwa pada kebanyakan kasus di sektor pemerintahan, karak-

ter pelayanannya cenderung terlalu birokratik dan bersifat monopolistik. Kondisi ini jelas

menunjukkan bahwa kinerja aparatur birokrasi yang baik, yang memenuhi kriteria respon-

sivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, belum terlaksana secara optimal. Padahal tugas

utama dari pemerintah (aparat birokrasi) bagi rakyatnya adalah memberikan pelayanan

yang prima dalam rangka memenuhi keperluan yang diinginkan oleh masyarakat (Sutopo

& Suryanto, 2003: 1).

Kinerja aparatur birokrasi pemerintahan, baik di pusat ataupun di daerah, akhir'akhir

ini di satu sisi memang terlihat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan bebe-

rapa dekade yang lalu. Namun pada sisi lain di kalangan pemerintah, terutama pemerintah

daerah, masih terlihat para aparat birokrasi yang bersikap formalistik. Prosedur birokrasi

yang terlalu berbelit-belit dan kadang-kadang menjengkelkan masyarakat masih sering

terjadi. penilaian tentang rendahnya kualitas kinerja birokrasi publik di lndonesia pernah

diberikan oleh Wortd Economic Forum (WEF) dan lntemational lnstitute for Management.

Berdasarkan laporan yang dimuat dalam Wortd Competitiveness Report 1995 terlihat bah-

wa kualitas kinerja birokrasi lndonesia menempati peringkat ke 31 dari 38 negara yang

disurvei. peringkat kualitas kinerja birokrasi lndonesia yang rendah itu menurut Pusat Data

Bjsnis lndonesia disebabkan oleh besarnya jumlah pegawai tanpa diimbangi oleh profe-

sionalisme yang memadai (Effendi, 1996).
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Rendah dan buruknya kualitas kinerja birokrasi di lndonesia juga pernah diungkapkan
oleh hasil penelitian tentang ranking negara-negara Asia dalam implementasi good gover-
nance yang dilakukan oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) dan price
Water Hodse Cooper pada tahun 2001. Menurut penelitian itu birokrasi di lndonesia dinilai
termasuk yang terburuk dan belum mengalami perbaikan yang berarti dibandingkan den-
gan keadaan pada tahun 1999. lndonesia berada pada ranking ke-89 dari 91 negara yang
disurveidalam kategori korupsidan birokrasi. Sementara darisisidaya saing (competitive-
ness), lndonesia menempati urutan ke-49 dari 49 negara yang disurvei (Mustopadidjaja,
2006: 66; Soebhan,2006: 87-88). Disamping itu menurut Siagian (19g4: 21), rendahnya
kinerja aparat birokrasi publik di lndonesia antara lain disebabkan oleh merajalelanya sporT

sysfem dalam penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai.
Buruknya kinerja aparatur pemerintah di lndonesia juga dikemukakan oleh Sutopo

& Adi Suryanto (2003: 61). Menurut mereka, implementasi pelayanan prima dalam pela-
yanan publik di lndonesia mengalami berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain su-
litnya merubah kondisi dan mental aparatur yang sudah sedemikian lama kurang mempo-
sisikan dirinya sebagai pelayan publik, tetapi lebih merasa sebagai kelompok elit masya-
rakat yang memainkan peran memerintah. Dalam hal ini muncul anggapan bahwa mereka
harus dilayani daripada melayani. Kondisi ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh
Miftah Thoha (2006: 50) bahwa para pemimpin atau birokrat di lndonesia lebih menyenangi
kekuasaan daripada melayani dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Masalah yang
sering muncul adalah sikap aparatur yang kurang memiliki komitmen terhadap pelayanan
kepada masyarakat dan lebih mementingkan pelayanan kepada atasan yang mungkin saja
berbeda dengan kebutuhan masyarakat.

Profil birokrasidi lndonesia pada masa sekarang ini memang sangat memprihatinkan.
Bahkan bukan hanya pada masa sekarang, persoalan kualitas dan kekacauan kinerja bi-
rokrasi di lndonesia sebenarnya sudah mulai terjadi semenjak zaman Soekarno menjadi
Presiden. Keluhan terhadap buruknya kinerja birokrasi telah sering muncul dan menjadi
perhatian serius. Bahkan dalam bahasa yang sangat ironis, mantan Presiden Megawati
pernah mengibaratkan birokrasi di lndonesia sebagai birokrasi keranjang sampah (Nu-
groho,2006: 271).

Analogi ini memang sangat menyakitkan karena dikeluhkan oleh seorang presiden
yang seharusnya dibantu oleh para birokrat yang handal dalam menjalankan tugas meng-
atur negara. Tapi memang begitulah kenyataannya. Hal ini antara lain ditandai oleh menu-
runnya kualitas pelayanan publik yang diberikan aparat birokrasi kepada masyarakat.
Selain masyarakat yang telah sering memberikan public alarm kepada aparat birokrasi
(pemerintah) agar mereka responsif terhadap keadaan demikian, kalangan pers pun su-
dah sangat sering mengemukakan kebobrokan aparat birokrasi dalam pelayanan publik
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ini, terutama semenjak terjadinya gelombang reformasi pada tahun 1998. Namun dalam

kenyataannya upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan

pemerintah sendiri masih terkesan sebagai upaya "setengah hati"

Gelombang reformasi yang tarjadidalam pemerintahan di lndonesia sejaktahun 1998

sebenarnya telah memberikan harapan baru bagi bangsa lndonesia untuk menata sistem

birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Berbagai harapan dan tuntutan dari masyarakat

akan terwujudnya kinerja yang baik dan bermutu dari para aparatur pemerintahan semakin

meningkat dan muncul di mana-mana. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian serius

dari pemerintah. Aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya ber-

sikap bijaksana dengan melakukan berbagai perubahan, reorganisasi struktur, dan perbai-

kan kualitas dan produktivitas kinerja para aparatur pemerintah (pegawai), termasuk dalam

hal sistem perencanaan kepegarnaian atau sistem rekrutmen dan seleksi pegawai baru.

Namun dalam kenyataannya peluang reformasi tersebut ternyata tidak digunakan

oleh pemerintah Indonesia secara optimal untuk memperbaiki citra dan paras birokrasi di

lndonesia. Ketidakmampuan pemerintah lndonesia untuk melakukan perubahan struktur,

norma, nilai, dan regulasi kepegawaian negara telah nrenyebabkan gagalnya upaya untuk

memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas kinerja birokrasi dalam memberi-

kan pelayanan publik semakin jauh dari harapan.

III. MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DI KALANGAN BIROKRASI ATAU PNS DALAM

PERSPEKTIF TEORI PSM (PUB LIC SERVICE MOT'UATlOl'll

Persoalan motivasi pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan oleh birokrasi (PNS)

sangatlah penting dipahami dan diperhatikan karena ia sangat menentukan keberhasilan

dalam pelaksanaan tugas seorang pegawai. Motivasi dalam pekerjaan pelayanan pegawai

publik ini telah sering menjadi perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan sangat erat

dengan prestasi kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Per-

masalahan motivasi pelayanan publik (Public Seruice Motivation) initelah sering menjaditopik

kajian para penelitidiBaratdalam upaya mencaridan memahamikonsep idealbagipelayanan

publik dan dalam rangka pengembangan ilmu administrasi dan manajemen publik.

Meskipun tidak ada kesepahaman mengenai definisi Public Service Motivation (Pslvl')

dikalangan para peneliti, namun untukkepentingan pembahasan makalah inipatutdiperha-

tikan definisi yang dikemukakan oleh Perry dan Wise (1990) dan Crewson (1997). Perry

dan Wise mendefinisikan PSM sebagai kecenderungan seseorang individu merespons

motif yang secara unik dan biasanya terdapat dalam intistusi-institusi publik. Perry dan

Wise telah melakukan beberapa penelitian terhadap para pekerja sektor publikdan para peker-

ja sukarela (volunteers) diAmerika Serikat. Motivasi itu berkenaan dengan empat dimensi,
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iaitu: 1) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (attraction to public policy mak-

ing),21tanggung jawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara

(commitment to public interest and civic duty),3) perasaan keharuan atau kasihan (com-

passion), dan 4) sikap pengorbanan diri (se/f-sacrifice) (Perry dan Wise, 1990). Keempat

dimensi ini lah yang pada umumnya terdapat di kalangan para pegawai di berbagai institusi

sektor publik. Sedangkan Crewson mengemukakan bahwa PSM adalah orientasi pelayanan

seseorang individu - minus orientasi ekonomis - supaya berguna bagi masyarakat, orien-

tasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat

intrinsik atau yang berorientasi pelayanan (seruice orientation).

Dimensi pertama menurut Perry dan Wise erat kaitannya dengan motivasi untuk mencapai

prestasiyang memungkinkan seseorang individu memperoleh kepuasan batin/pribadi. Dimensi

kedua erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat

berupa kepentingan individu dalam progmm atau pelayanan publik tertentu disebabkan adanya

pendirian atau keyakinan yang tulus dan kasih sayang terhadap kepentingan sosial. Sikap kasih

sayang tersebut juga erat kaitannya dengan dimensi ketiga, yaitu compassion (perasaan kasihan

kepada orang lain). Motif ini dicirikan oleh adanya keinginan untuk menolong omng lain. Artinya,

motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain (aftruism), sikap ikut merasakan

perasaan orang lain (empathy), keyakinan moral (moral conviction), dan keinginan-keinginan

prosociallainnya. Sementara dimensi keempat, yaitu se/f-sacrifice (pengorlcanan diri), mencakupi

sikap kecintaan pada tanah air (patiotism), tanggung jawab kepada tugas (dW), Can kesetiaan

(l oyalty) kepada negara.

Pendapat ini juga didukung oleh Brewer et.al. (2000) yang mengungkapkan bahwa

sebagian individu memiliki norma dan emosiyang kuat untuk mengabdi pada sektor publik

Motivasi atau etika pelayanan publik inidipandang dapat menarik individu-individu tertentu

untuk mengabdi di sektor publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (work behavior)

yang konsisten dengan kepentingan publik. Sementara menurut Rainey (1997), selama

lebih dari tiga dekade yang lalu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa para pe-

gawai di sektor publik menempatkan penilaian lebih rendah terhadap ganjaran keuangan

dan menempatkan penilaian lebih tinggi terhadap sifat a/fruistic atau motif yang berkenaan

dengan pelayanan publik.

Di sisi lain, Crewson (1997) menemukan bahwa para pegawai di sektor publik meletakkan

nilai yang lebih tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan para

pegawai di sektor swasta. Sementara Lewis dan Alonso (2001) dalam penelitiannya menyim-

pulkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif antara motivasi pelayanan publik dan kinerja

gcerformance) pegawai. Pendapat ini juga didukung oleh Houston (2000) yang menyatakan

bahawa para pegawai di sektor publik memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap gan-

jaran kerja yang bersifat instrinsik dibandingkan ganjaran yang bersifat ekstrinsik. Hal ini be-

:
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rarti bahwa para pegawai pada organisasi-organisasi publik (pemerintahan)nampaknya lebih

termotivasi oleh kepedulian kepada masyarakat dan keinginan untuk memberikan pelayanan

untuk kePentingan Publik.

Berdbsarkan beberapa teori dan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa seyo-

gyanya motivasi yang seharusnya terdapat di kalangan para pegawai publik atau PNS

adalah motivasi yang lebih mementingkan kepentingan untuk mengabdi kepada kepen-

tingan publik atau motivasi yang berifat intrinsik, dan bukannya motivasi yang mengarah

kepada perilaku yang bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Seorang

pNS seharusnya selalu meletakkan kepentingan publik jauh berada di atas kepentingan

pribadi dan seharunya berperilaku sebagai pelayan dan bukannya minta dilayani oleh pu-

blik, sebagaimana yang lebih sering terkesan dan banyak terjadi selama ini di kalangan

para birokrasi (PNS) di lndonesia.

Alasan utama yang sering mendasari berbagai kajian dan literatur tentang motivasi

kerja pada sektor publik adalah bahwa karakteristik para pegawai sektor publik dan ling-

kungan kerja mereka diasumsikan berbeda dibandingkan karakteristik dan lingkungan kerja

sektor swasta. Oleh karena itu motivasi dan suasana pekerjaan para pegawai sektor publik

tentu saja berbeda dari motivasi dan suasana pekerjaan para pegawai sektor swasta.

pada bagian lain dalam kajiannya Perry dan Wise (1990) menemukan bahwa tingkat

dan tipe motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai sektor publik memiliki hubungan

yang signifikan terhadap pilihan pekerjaan (job choice) dan prestasikerja (iob performance)

seorang pegawai publik, serta terhadap efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya-

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat PSM seorang inciividu maka akan semakin

tinggi pula keinginannya untuk memilih pekerjaan (bekerja) pada organisasi sektor publik.

Selain itu, seseorang individu yang memiliki tingkat PSM yang tinggi akan menunjukkan

prestasi kerja yang berarti dalam berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan keadilan

sosial, kesetiaan kepada negara, dan program sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ke-

duanya juga menemukan bahwa organisasi-organisasi publik yang merekrut para pegawai

yang memiliki tingkat PSM yang tinggi tidaklah terlalu tergantung kepada sistem insentif

atau ganjaran keuangan untuk mendorong dan mengelola para pegawainya dalam men-

capai prestasi kerja dan keberhasialan organisasinya.

Dalam penelitian lainnya Perry (2000) mengemukakan bahawa pendorong utama

bagi seseorang untuk bekerja pada sektor publik adalah karena adanya berbagai kepen-

tingan yang menarik perhatian mereka terhadap pelayanan publik. Kepentingan-kepenting-

an tersebut mungkin saja berbeda dari kepentingan mereka yang berkerja pada sektor

swasta. Artinya, motivasi para pekerja di sektor publik lebih memandang faktor ganjaran

yang bersifat non materi (non-keuangan) lebih tinggidaripada ganjaran yang bersifat matei

(keuangan). Kondisi ini berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor swasta yang men-
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jadikan kepentingan utama terhadap faktor ganjaran bersifat materi (keuangan) ketimbang

ganjaran non materi (non-keuangan). Motivasi pelayanan publik, menurut Perry dan Wise

(1990), secara umum terkait dengan orientasi normatif seperti keinginan untuk mengabdi

kepada kJpentingan publik atau keadilan sosial dan ia tidak memerlukan sistem insentif

atau ganjaran yang bermanfaat untuk mendorong perilaku para pegawai publik.

Selanjutnya Crewson (1997), dengan menggunakan data dari General Social Surueys,

Federal Empoyee Attitude Surueys, dan fhe lnstitute of Electronic and Electrical Engineers,

menyimpulkan bahwa para pegawai di sektor publik memberikan penilaian yang lebih

tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat dibandingkan para pegawai di sektor swasta.

Pendapat ini juga disokong oleh Houston (2000) dan Crewson (1997) yang menyatakan

bahwa para pegawai di sektor publik memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap

ganjaran kerja yang bersifat instrinsik dalam bentuk pencapaian (prestasi) kerja dan harga

diri ketimbang ganjaran yang bersifat ekstrinsik seperti gaji, promosi jabatan, keamanan

kerja, status dan prestise. Hal ini berarti bahwa para pegawai pada organisasi-organisasi

atau lembaga-lembaga pemerintahan nampaknya lebih termotivasi oleh kepedulian ke-

pada masyarakat dan keinginan untuk mengabdi bagi kepentingan publik.

Berdasarkan beberapa hasil kajian tersebut di atas, sec€lra umum dapat dipahami bahwa

para pegawai di sektor publik seharusnya lebih mementingkan dan termotivasi oleh ganjaran

intrinsik dibandingkan dengan para pegawai di sektor swasta. Para pegawai di sektor swasta

lebih sering terfokus kepada motivasi untuk mendapatkan ganjaran yang bersifat ekstrinsik,

seperti ganjaran dalam bentuk gaji yang tinggi, promosijabatan, status dan prestise, dan se-

bagainya. Motivasi terhadap ganjaran ekstrinsik bagi pegawai di sektor publik tidak lah be-

gitu penting dibandingkan dengan ganjaran yang bersifat intrinsik, seperti pencapaian kerja,

kepuasan kerja, harga diri, dan sebagainya.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa motivasi pelayanan publik yang ber-

laku di kalangan para pegawai publik di berbagai negara, terutama pada negara-negara

maju di Barat yang menganut teori motivasi modern, lebih banyak didorong oleh keinginan

untuk mendapatkan ganjaran non-materi atau ganjaran-ganjaran bersifat intrinsik lainnya,

seperti keinginan mengabdi kepada masyarakat dan negara, dan melalui dorongan atau

keinginan seperti ini lah mereka akan termotivasi untuk memperoleh prestasi kerja dan

kepuasan kerja dalam bentuk kepuasan batin.

Namun apabila dibandingkan dengan kondisi di lndonesia, keadaannya pada umum-

nya akan berbandig terbalik. Artinya, motivasiyang dimiliki oleh para pegawai publik (PNS)

lebih banyak berorientasi kepada motivasi untuk mengharapkan ganjaran yang lebih ber-

sifat ekstrinsik serta memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap ganjaran ekstrinsik

tersebut, seperti keinginan mendapatkan gaji yang tinggi, jabatan, keamanan kerja dan
jaminan hari tua yang lebih menjanjikan (dapat pensiunan), status dan prestise, dan seba-
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gainya ketimbang ganjaran yang bersifat intrinsik, seperti prestasi kerja, kepuasan kerja

atau kepuasan batin karena telah berhasil mengabdi kepada publik. Dengan kata lain,

motivasi para pekerja sektor publik di lndonesia kelihatannya lebih memandang faktor gan-

jaran yang bersifat materi (keuangan) lebih tinggidaripada ganjaran yang bersifat non-matei

(non-keuangan).

Selanjutnya orientasi para pegawai sektor publik di !ndoensia dalam pemberian layan-

an kelihatannya mereka memberikan penilaian yang lebih rendah untuk mengabdi kepada

masyarakat dibandingkan para pegawai di sektor swasta. Artinya bahwa para pegawai

pada organisasi-organisasiatau lembaga-lembaga pemerintahan nampaknya lebih termo-

tivasi oleh pemenuhan kepentingan pribadi ketimbang kepedulian kepada masyarakat dan

keinginan untuk mengabdi bagi kepentingan publik. lmplikasidari hal iniantara lain terlihat

dari kurangnya pelayanan prima yang dijumpai pada sebagian besar sektor publik bila di-

bandingkan dengan pelayanan di sektor swasta.

IV. URGENSI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES REKRUTMEN DAN

SELEKSI CPNS

Menurut Eko Prasojo (2006: 187-188), akar permasalahan buruknya birokrasi atau

kepegawaian negara di lndonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal penting. Pertama,

persoalan internal sistem kepegawaian negara itu sendiri yang dapat dilihat dari subsistem

yang membentuk kepegawaian negara. Subsistem iniantara lain adalah proses rekrutmen

dan seleksi pegawai. Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan

proses rekrutmen dan seleksi pegawai initelah melahirkan para birokrat yang dicirikan oleh

kerusakan moral (moral hazzard) dan kesenjangan kemampuan untuk melakukan tugas

dan tanggungjawabnya (lack of competencies), karena proses rekrutmen dan seleksi be-

lum dilakukan secara profesional dan masih diwarnai oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Kedua, persoalan eksternalyang mempengaruhifungsidan profesionalisme kepegawaian

negara. Hal ini dapat dilihat dari segi kekuatan eksternal yang mendorong terjadinya inter-

vensi politik dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai negeri. Keinginan pihak-pihak

tertentu untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin politik juga ikut mempengaruhi sulitnya

melakukan reformasidalam rekrutmen dan seleksi PNS.

Salah satu aspek yang sangat perlu dipertimbangkan oleh aparatur pemerintahan da-

lam sistem perencanaan atau rekrutmen dan seleksi pegawai baru adalah aspek motivasi

dari para calon pegawai untuk memasuki dunia kerja barunya sebagai PNS. Aspek moti-

vasi menjadi PNS ini sangatlah perlu dipertimbangkan karena motivasi yang baik dan tulus

dari para calon pegawai untuk menjadi PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat

akan sangat menentukan tingkat kualitas dan sekaligus produktivitas kinerjanya nantinya

pada saat mereka telah menjadi PNS. Artinya, orang yang ingin menjadi PNS karena dido-
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rong oleh motivasi ingin mengabdi masyarakat atau motivasi pelayanan publik yang tinggi
tentu saja diharapkan akan lebih baik kualitas dan produktivitas kerjanya dibandingkan
dengan orang yang memiliki motivasi pelayanan publik yang rendah atau motivasi menjadi
PNS hanya karena didorong oleh motivasi ingin memperoleh kekayaan, mengharapkan
kompensasi, jaminan hari tua, atau status dan prestise dalam masyarakat.

Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi PNS selama ini cenderung diwarnai oleh
ketidakseriusan dari pemerintah dan tidak mencerminkan maksud yang tulus untuk mem-
peroleh PNS yang bermutu. MenurutAgus Dwiyanto (2004: Kompas 4 Desember 2OO4),

selama ini sistem perekrutan PNS tidak jelas, tidak transparan, dan sarat dengan KKN.

Selain seleksiyang tidak berbasis kompetensi, kota/kabupaten sering melakukan manipu-
lasi kursi peluang PNS. Berdasarkan penelitiannya terungkap bahwa banyak kabupaten
yang menjual kursi formasi pegawai, di antaranya dilakukan dengan cara menerapkan
pensiun dini bagi guru-guru, agar pejabat bisa menjual formasi tersebut. Menurutnya pula

bahwa hampir 99 persen di daerah terindikasi adanya KKN dalam proses perekrutan PNS.

Disamping itu, dalam situasi krisis multidimensi yang ditandai oleh makin tingginya tingkat
pengangguran dan gaji yang relatif kecil tidak menjadi penghalang motivasi mereka untuk
mengejar status PNS.

Hal yang senada dikemukakan pula oleh Andi Yuliani Paris (2006:265-266), yaitu

bahwa pelaksanaan seleksi calon PNS dari masa ke masa selalu saja tidak memuaskan

semua pihak dan selalu mengalami kekacauan. Berbagai persoalan terjadi dimana-mana
daerah yang melaksanakan ujian seleksi calon PNS tersebut, yaitu antara lain: 1) muncul-
nya peserta fiktif dan peserta susulan, 2) adanya peserta yang tidak mengikuti ujian tapi

dinyatakan lulus, 3) terjadinya pengumuman calon PNS sebanyak dua kali, 4) hasil atau

skoring (ranking) ujian tidak dumumkan kepada publik, 5) pembatalan pengumuman ke-
lulusan ujian yang terlanjur diumumkan dan diganti dengan yang baru, 6) formasijabatan
terisi oleh calon yang berkualifikasi pendidikan tidak tepat, 7) adanya peserta yang dapat
ranking tertinggi tapi tidak lulus, 8) terjadinya kolusi antara pejabat, panitia, dan peserta

untuk menentukan kelulusan, dan berbagai persoalan lain yang mengindikasikan adanya
kekacauan dalam seleksi calon PNS.

Keadaan yang sama juga dikemukakan oleh lsmanto (2006: 110), Muslimin B. Pu-

tra (2006: 114), dan Somi Awan (2006: 120). Menurut mereka bahwa dalam kenyataan
di lapangan masalah rekrutmen PNS cenderung tidak mengemukakan kemampuan per-

sonaltetapi lebih mengutamakan kekerabatan atau pertemanan (nepofism sysfem). Model
birokrasi patrimonialyang mengandalkan patronase, hubungan pertemanan, kekerabatan,
dan kedekatan psikologis masih sering terjadi dalam paras birokrasi lndonesia masa kini,
termasuk dalam hal seleksi calon PNS. Dalam setiap proses pengadaan, rekrutmen, dan
seleksi calon PNS banyak dijumpai para oknum pejabat, legislatif, dan para calo yang
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menitipkan sejumlah nama dan nomor ujian kepada pihak panitia agar supaya diperhati-

kan dan diluluskan menjadi PNS. Praktik-praktik semacam initentu saja dapat berdampak

kepada pada semakin tidak efektifnya kinerja birokrasi.

Kondisi-kondisi yang dijelaskan di atas jelas merupakan sesuatu yang sangat ironis

bila dikaitkan dengan keinginan pemerintah untuk memperbaiki kinerja aparatur birokrasi.

Bagaimana mungkin keinginan untuk memperbaikikinerja aparatur birokrasidapatterwujud

bila dalam proses seleksinya sudah diawalidengan cara-cara yang tidak patut. Bagaimana

mungkin tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat akan terlaksana dengan baik

bila sumber daya manusia yang direkrut dan diseleksi tidak memenuhi persyaratan, baik

dari segi kemampuan maupun motivasi pelayanan publik yang tinggi dan tulus.

Berdasarkan hasil studi berbagai literatur, pada dasarnya terdapat beberapa halyang

menyebabkan seseorang begitu tertarik atau termotivasi menjadi PNS di lndonesia ka-

rena ia melihat dan mengharapkan beberapa keuntungan bila seandainya ia menjadi PNS.

Awangga (2005: 7) berpendapat bahwa beberapa keuntungan yang mungkin diharapkan

oleh seseorang untuk menjadi PNS adalah: 1 ) Adanya jaminan keamanan kerja; 2) Adanya

perlindungan dari PHK; 3) Adanya jenjang karir yang jelas; 4) Adanya peluang promosi

jabatan; 5)Adanya peluang peningkatan sumber daya manusia; dan 6) Adanya kepastian

gaji. Selain itu, menurutAdiArifin (2006), ada beberapa alasan mengapa orang termotivasi

untuk menjadi Pegawai pemerintah atau PNS, antara lain karena: 1) ingin hidup aman

dan nyaman, 2) mengharapkan pensiun, 3) ingin menjadi kaya, atau 4) ingin memperoleh

kebanggaan atau status sosial. Disamping itu, menurut Cecep Darmawan (2006: 155), su-

litnya lapangan kerja dan pemberitaan mengenai kenaikan gaji PNS, serta banyaknya isu

pHK di berbagai perusahaan sektor swasta semakin meningkatkan daya tarik masyarakat

untuk berlomba-lomba menjadi PNS.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas jelaslah bahwa motivasi seseorang untuk

menjadi pNS di lndonesia sangatlah beragam. Keberagaman motivasi menjadi PNS ini

jelas akan berdampak pada keberagaman kualitas dan produktivitas kinerja yang dita-

mpilkan oleh para pegawai pada saat mereka menjadi PNS nantinya. Padahal aspek mo-

tivasi terhadap suatu pekerjaan sangat penting arti dan pengaruhnya terhadap kualitas

dan produktivitas kinerja. Artinya, motivasi yang tinggi dan tulus sebagai abdi masyarakat

(pelayan publik) bagi seorang calon PNS akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya

pada saat ia menjadi aparatur (pegawai) pemerintahan nantinya. Selanjutnya, semakin

tinggi motivasi pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintahan maka kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja dan wibawa pemerintah akan semakin tinggi pula. Sebailknya,

bila motivasi pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintahan rendah dalam memberi-

kan pelayanan kepada masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan

wibawa pemerintah akan semakin menurun pula.
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Disamping itu, selama ini memang ada kesan bahwa upaya pemerintah dalam memper-
baiki kinerja pemerintahan sejauh ini belumlah optimal dan belum sepenuhnya berdampak
pada pencapaian kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang optimal. Hal ini antara lain ter-
cermin diri masih banyaknya keluhan masyarakat tertradap mutu pelayanan yang diberikan
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan seringnya muncul kritik terhadap rendahnya
motivasi, semangat, kualitas kinerja pemerintah melalui berbagai media massa. Rendahnya
motivasi, semangat, dan kualitas kinerja aparatur pemerintah selama ini dapat dilihat dari be-
berapa gejala antara lain rendahnya tingkat kehadiran pegawai; kurangnya disiplin, tanggung
jawab, kerjasama para pegawai, banyaknya pegawaiyang tidak berada di tempat pada saat
Ciperlukan atau mengerjakan pekerjaan lain selain pekerjaan yang menjadi tanggung jawab-
nya; serta rendahnya tingkat keberhasilan atau prestasidalam menjalankan tugas sesuai de-
ngan uraian tugas yang sudah ditetapkan. Sebenarnya dalam upaya memperbaiki dan me-
ningkatkan kinerja aparatur pemerintah selama ini, pemerintah telah menerapkan berbagai
kebijakan untuk para aparaturnya seperti melalui perbaikan kesejahteraan, peningkatan
kemampuan sumber daya aparatur, perbaikan sistem promosijabatan, penerapan aturan
disiplin, dan sebagainya. Kesemua upaya ini diharapkan akan dapat menciptakan apa-
ratur pemerintah yang bermutu, profesional, responsif, akuntabel, berdedikasi tinggi, dan
bertanggung jawab terhadap tugas yang menjadi kewajibannya. Namun, tanpa adanya
motivasi pelayanan publik yang tinggi dan tulus dari para aparatur dalam memposisikan
diri mereka sebagaiaparatur negara dan abdi masyarakat yang berkewajiban memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat maka upaya dari pemerintah dimaksud tidak
akan membuahkan hasil, dan motivasi pelayanan publik yang tinggi dan tulus ini tentu su-
dah harus dipertimbangkan semenjak seseorang direkrut dan diseleksi menjadi PNS.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian disempurnakan dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain di-
jelaskan bahwa "Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertu-
gas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan". Hal ini berarti
bahwa sebagai aparatur Negara yang tersebar di semua bidang dan tingkat pemerintahan,

PNS sebagai bagian dari pegawai negeri pada dasarnya memiliki fungsi, tugas, dan kewa-
jiban yang sama, yaitu sebagai abdi masyarakat yang bertugas dan berkewajiban melayani
masyarakat. PNS berkewajiban mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap berbagai pandangan dan aspirasi
yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa peran PNS se-
bagai aparatur Negara menjadisangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada publik
(masyarakat).
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Namun dalam kenyataannya terdapat indikasi bahwa kualitas kinerja aparatur pe-

merintah, terutama PNS, pada berbagai instansi pemerintahan belumlah maksimal dalam

pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Faktor-faktor sumber daya manusia aparatur pe-

merintati yang secara langsung berperan sebagai abdi masyarakat dan pelaksana peme-

rintahan dan pembangunan belum menunjukkan kualitas kinerja yang diharapkan secara

optimal. Hal inididuga ada kaitannya dengan lemahnya dan kurang baiknya sistem rekrut-

men dan seleksi pegawai pada saat penerimaan PNS. Sistem rekrutmen dan seleksi PNS

kurang memperhatikan dan menggali secara tepat dan baik persoalan motivasi seorang

calon PNS dalam memasukidunia kepegawaian. Kesalahan tujuan dan motivasiseseorang

menjadi PNS diduga akan berpengaruh terhadap kinerjanya setelah ia diterima menjadi

pegawai. Artinya, kinerja seseorang yang memiliki motivasi semata-mata untuk mengabdi

kepada masyarakat melalui pekerjaan sebagai PNS tentu akan lebih baik dibandingkan

seseorang yang memasuki dunia PNS hanya sekedar memiliki motivasi semata-mata

mencari rasa aman dalam pekerjaannya, mengharapkan pensiun, demi memperoleh sta-

tus, jabatan, dan sebagainYa.

Dalam perencanaan atau rekrutmen dan seleksi calon PNS selama ini, pemerintah le-

bih banyak mempertimbangkan kemampuan daripada kemauan atau motivasi. Padahal un-

tuk menjadi PNS, persoalan motivasi pelayanan publik sangatlah perlu dipertimbangkan.

Disamping itu, pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang diperlukan dalam jangka

waktu yang lama dan menyangkut keperluan orang banyak (publik). Hal ini berbeda dengan

pekerjaan sebagai pegawai swasta yang sangat mudah terjadinya PHK dan mungkin hanya

diperlukan untuk jangka waktu sementara.

Titik berat rekrutmen dan seleksi terhadap kemampuan ini dapat dilihat dari berlcagai

persyaratan yang sering dan pada umumnya diminta dari para calon tenaga kerja pada saat

mereka direkrut, seperti pendidikan minimal, pengalaman, keahlian atau ketrampilan khusus,

upah atau gaji yang ditawarkan, status perkawinan, keterangan kesehatan, dan sebagainya.

Ujian seleksi yang dilakukan juga lebih banyak difokuskan pada ujian pengetahuan, sikap,

kepribadian, bakat, dan ketrampilan. Kalaupun dilakukan wawancara, namun selama ini ada

kesan bahwa wawancara hanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak menjurus kepada

persoalan motivasi calon pegawai memasuki pekerjaan barunya. Wawancara juga kelihatan-

nya lebih banyakterfokus pada persoalan yang menyangkut pengetahuan, sikap, kepribadian,

dan ketrampilan para calon pegawai.

Kondisi ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fanani (2005: 52) bahwa

ujian masuk PNS pada masa sekarang ini lebih cenderung bersifat dan menjurus kepada

pengujian kemampuan intelektualyang akan mengujikan berbagaivarian ujian yang sifatnya

akademis dan kognitif. Kalaupun dilakukan ujian terhadap aspek psikologis atau kepriba-

dian, namun biasanya aspek psikologis yang diuji hanya meliputi kepribadian, sikap kerja,
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dan kepemimpinan. Artinya, persoalan tentang motivasi seorang calon pNS untuk menjadi
PNS jarang digali dan dipertanyakan kepada para calon PNS. Hal ini, di satu sisi, memang
dapat dimaklumi karena para peserta ujian seleksi yang cukup banyak, sementara waktu
yang dipbrlukan dalam menggali dan menilai motivasi seseorang melalui wawancara tidak
lah memungkinkan karena waktu yang sedikit dan sempit. Disamping itu, pertanyaan da-
lam wawancara kadang-kadang tidak begitu relevan dengan maksud wawancara. padahal

wawancara sebenarnya dapat digunakan untuk memperoleh masukan tambahan tentang
diri para calon pegawai, terutama yang menyangkut persepsi, nilai-nilai yang dianut, dan
kepribadian, termasuk motivasinya mereka menjadi pNS.

Selain itu, tidak jarang pula terjadi bahwa wawancara lebih terkesan subjektif karena
sering diwarnai oleh persepsi, anggapan, kondisi mental, dan pengetahuan pewawan-
cara (interuiewer). Hal ini mungkin dapat dimengerti karena pada umumnya pewawancara
bukanlah ahli jiwa (psikolog). Padahal untuk dapat menggali, mengetahui, dan menilai
berbagai persoalan yang menyangkut motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan aspek
kejiwaan lainnya dari seseorang sebaiknya dilakukan oleh orang yang memiliki keahiian
dalam ilmu kejiwaan (psikologi).

V. PENUTUP

Dari penjelasan pada uraian terdahulu dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas ki-
nerja pelayanan publik di kalangan aparatur pemerintahan pada berbagai instansi peme-
rintahan antara lain tidak terlepas dari rendahnya motivasi pelayanan publik di kalangan
para aparatur (pegawai) dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaan yang menjadi ke-
wajibannya sebagai PNS. Namun patut diduga bahwa rendahnya motivasi kerja pegawai
tersebut mungkin saja erat kaitannya dengan persoalan motivasi pelayanan publik yang
mereka miliki pada saat mereka diseleksidan direkrut atau pada saat mereka pertama kali
memasuki pekerjaan sebagai PNS sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Untuk memperbaiki kualitas kinerja (performance) atau pelayanan publik di kalang-
an aparatur pemerintah, faktor sumber daya manusia sebagai pelaksananya sangagah
penting dibina dan dipersiapkan. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasil-
an kinerja dan kualitas pelayanan suatu organsiasi disamping manajemen, fasilitas, atau
kepemimpinan dalam organisasi yang bersangkutan. Kelancaran penyelenggaraan pe-
merintahan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya pNS.

Lemah dan buruknya sistem dan pola rekrutmen dan seleksi pegawai, antara lain ka-
rena kurang diperhatikannya aspek motivasi pelayanan publik yang dimiliki calon pegawai,
diduga berdampak terhadap rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi publik di lndonesia.
Rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi ini tentu saja akan berakibat pada terwujudnya
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kesenjangan antara harapan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dengan ke-

nyataan riil yang mereka hadapi di lapangan, karena mereka masih banyak menjumpai

pelayanan aparatur yang kurang ramah, kurang bergairah, proses birokrasi yang berbelit-

belit, motivasi kerja aparatur yang rendah, kemampuan aparatur yang kurang memadai,

suasana pelayanan dan budaya kerja yang kurang kondusif dan sebagainya.

Tulisan singkat mengenai motivasi pelayanan publik (public seruice motivation) dan

urgensinya dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait, terutama Pemerintah Daerah, dalam rang-

ka penentuan kebijakan dan sistem atau model rekrutmen dan seleksi pegawaiyang tepat

dan dapat dijadikan sebagai pilihan efektif dalam penerimaan PNS agar kualitas kinerja

para PNS dapat menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu tulisan

ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan kualitas

kinerja pelayanan publik seiring dengan dilakukannya perbaikan dalam sistem rekrutmen

dan seleksi CPNS di masa depan yang diharapkan lebih memperhatikan dan mempertim-

bangkan persoalan motivasi pelayanan publik.
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